
BUPATI BARITO UTARA 
PR0VINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN DAERAH K.ABUPATEN BARIT0 UTARA 
K0M0R 2 TAHUK 2019 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUB.AN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO UTARA, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayal 
(I) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebaga1mana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan 

Mengingat 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanJa 
Daerah Tahun Anggaran 2018; 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daer-ah Tingkat II d1 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), 
sebagaimana telah beberapa kah diubah terakhir­
dengan Undang- Undang Nomor- 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat JI Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 
dengan Mengubah Undang- Undang Nomor- 27 Tahun 
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 
Nomor- 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Replublik 



Indonesia Tahun 1965 Nomor, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Ekrsih dan Bebas 
Korups1, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851). 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tent.ang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4355); 

6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 



l l. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 200 I Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4138); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerinta.h Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340), 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155), 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lntansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

17. Pera tu ran Pemerintah Nomor 71 Tahun 20 IO ten tang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272), 



19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambo.han 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administrati.f Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintah Serbasis Akrual pada Pemerintah Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Nomor 1425); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
547); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 
2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Santo Utara Nomor 2 
Tahun 2016 ten tang Pcmbcntukan uan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara 
Nomor6), 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah 
Ka bu paten Barito Utara Tahun 20 I 7 Nomor 4, 
Tarnbahan Lembaran Daerab Kabupaten Santo Utara 
Nomor 4); 

30 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 
Tahun 2017 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerab 
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Santo Utara 
Nomor 8). 

31 . Peraruran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 
Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 2, 
Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara 
Nomor 2), 

Dengan PersetUJuan Bersama 

DEWAN PERWAKJLAN RAl\.'YAT DAERAH KABUPATEN BARJTO UTARA 

dan 

BUPATI BARJTO UTARA 

MEMUTUSKAJI': 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan 

memuat: 

a Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Laporan Operasional ; 



d. Laporan Perubahan Ekuitas; 

e. Laporan Neraca; 

f. Laporan Arus Kas ; dan 

g. Catatan atas Laporan Keuangan; 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 

dengan Laporan Kinerja dan lkhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha 

Milik Daerah/ Perusahaan Daerah. 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (I) 
huruf a Tahun 2018 sebaga.i berikut: 

a. Pendapatan Rp. l.125.837.633.634,78 
b. Belanja dan Transfer Rp. 1.212.169.900.878,29 

DEFISIT Rp. (86.322.267 .243,51) 

C. Pembiayaan 

- Penerimaan Rp. 292.925.147. 166,05 

- Pengeluaran Rp. 5.250.000.000,00 

Surplus Rp. 287.675.147.166,05 

Pasal 3 
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

sebaga.i berikut: 

a. Selisih anggaran dengan reaJisasi pendapatan sejumlah 

Rp.10.536.839.986,78 dengan rincian sebaga.i berikut: 

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.115.300. 793.648,00 

2 . Realisasi Rp. 1.125.837.633.634,78 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 10.536.839.986,78 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 
Rp.(125.124.570.482,71) dengan rincian sebaga.i berikut: 
l. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.337.294.471.36 l,00 

2. ReaJisasi 

Selisih lebih/(kurang) 

Rp. I.212.169.900.878,29 

Rp. (125.124.570.482,71) 

c. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah 
Rp.(135.661.410.469,49) dengan rincian sebaga.i berikut: 



1. Defisit setelah perubahan 

2. Reahsasi 

Sehsih lebih/(kurang) 

Rp (221.993.677 713,00) 

Rp. (86.332.267 243,51) 

Rp. (135.661.410.469,49) 

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 
Rp.73.717.938,37 dengan rincian sebagai berikut 
I. Anggaran penerimaan setelah perubahan Rp. 292.998.865.104,42 

2. Reahsasi Rp. 292.925. 147.166,05 

Sehsih lebih/(kurang) Rp. 73.717.938,3 

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 
Rp.0,00 
dengan rincian sebagai berikut 

I. Anggaran pengeluaran setelah perubahan Rp. 

2. Realisasi Rp 

5.250.000.000,00 

5.250 000.000,00 

0,00 Selis1h lebih/(kurang) Rp 

f Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah 
Rp. 73 717 938,37 dengan rincian sebagai berikut. 
I. Anggaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 287.748.865 104,42 

2. Realisasi Rp 287.675.147.166,05 

Sehsih lebih/(kurang) Rp 73 717 938,37 

Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dimaksud dalam pasal 1 ayat ( l) 
huruf b per Desember 2018 adalah sebagru berikut: 

a. Saldo Anggaran Lebih Awai Rp. 293,002.457 373,00 

b. Penggunaan SAL Rp 292.925 l l7 166,05 

C. SILPA/SIKPA Rp. 201.420 190.129,49 

d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 201.342.879.922,54 

Pasal 5 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf c 

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai 

berikut: 

Kegiatan Operasional 

a. Pendapatan - LO 

b Beban 

c. Surplus dari Operas, 

Kegiatan Non Operasional 

Rp. 1 165.288.639.479,02 

Rp. l .063.433.801.512,75 

Rp. 101.854.837.966,27 



a. Surplus/ Defislt dan Kegiatan Non Operasional 

Rp.( I 7.899.746.474,00) 

b. Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp. 83.955 091.492,27 

C. Surplus/ Defisit Dari Pos Luar Biasa Rp. (75.082.495. 740,92) 

d. Surplus/ Defisit -LO Rp. 8.872.595.751,35 
Pasal 6 

Laporan Perubahan Eku1tas sebaga1mana d1maksud dalam pasal 1 ayat (1) 

huruf d untuk tahun yang berakhir sa.rnpai dengan 31 Desember 2018 

sebaga1 berikut: 

a. Ekuitas Awai Rp. 2.877.545.701.691,86 

b SURPLUS/ DEFlSIT-LO Rp. 8.872 595 75 I ,35 

c Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Rp. 3.329 195.412,26 

d. EKUITAS AKHIR Rp. 2.889.747 492.855,47 

Pasal 7 

Neraca sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) hurur e per 31 

Desember 2018 

adalah sebagai berikut: 

a. Jumlah Aset 

b. Jumlah Hutang 

c. Jumlah Eku1tas Dana 

Pasal 8 

Rp. 2.900.282.452.506,47 

Rp. 10.534 959.651,00 

Rp 2.889.747 492.855,47 

Laporan Arus Kas sebagaimana d1maksud dalam Pasal l ayat (I) hurur f 

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai 

berikut 

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

a. Arus Masuk Kas 

b. Arus Keluar Kas 

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas 

Operasi 

2. Arus Kas dari Aktivitas lnvestasi 
a. Arus Masuk Kas 

b. Arus Keluar Kas 

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas 

lnvestas1 

Rp. 1 125.837.633.634,78 

Rp. 926.911.051.721,29 

Rp. 198.926.581.913,49 

Rp. 0.00 

Rp. 285.258.849.157,00 

Rp. (285.258 849. 157,00) 



3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan 
a . Arus Masuk Kas Rp. 

Rp. 

Rp. 

0,00 

5.250.000.000,00 

(77.310.206,95) 

b. Arus Keluar Kas 

c . Arus Kas Bersih dari Aktivitas 

Pembiayaan 

4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran 
a. Arus Kas Masuk Rp. 

Rp. 

Rp 

73.029.585.987,00 

73. 106.896.193,95 

(77 .310.206,95) 

b. Anis Kas Keluar 

c. Arus Kas Bersib dari Aktivitas Non 

Anggaran 

Pasal 9 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat 

(I) huruf g tahun 2018 memuat infonnasi baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif atas pos-pos Japoran keuangan. 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari; 

a. Lampiran I 

Lampiran 1.1 

Lampiran 1.2 

Lampiran 1.3 

Lampiran 1.4 

b. Lampiran 11 

c. Lampiran Ill 

d . Lampiran IV 

: LRA terdiri atas: 

ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan 

daerah dan organisasi; 

rincian LRA menurut urusan pemerintahan 

daerah,organisasi, pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 

rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 

menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program dan kegiatan; dan 

rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 

untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 

pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka 

pengelolaan keuangan negara; 

: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

: Laporan Operasional; 

: LPE; 



e. Lampiran V 

f. Lampiran Vl 

g. Lampiran VU 

h . Lampiran VIlI 

i. Lampiran IX 

j. Lampiran X 

k. Lampiran Xl 

I. Lampiran XII 

m . Lampiran Xlll 

n. Lampiran XlV 

o. Lampiran XV 

p. Lampiran XVI 

q. Lampiran XVII 

r. Lampiran XVIII 

s. Lampiran XIX 

t. Larnpiran XX 

: Neraca; 

: Laporan Arus Kas; 

: Catatan Atas Laporan Keuangan; 

: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 

: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak 

Tertagih; 

: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan 

Dana Bergulir; 

: Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) daerah; 

: Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; 

: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

: Daftar Dana Cadangan Daerah; 

: Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

: Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

: Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan 

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali 

dalam tahun anggaran berikutnya; 

: lkhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah. 

Pasal 11 

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (2) 

terdiri dari: 

a . Laporan Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan 

b . lkhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan 
Daerah tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 12 
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggunroawaban 
pelaksanaan APBD tahun 2018 diatur dengan Peraturan Bupati. 



Pasal 13 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PerAturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
SaritoUU\ra. 

Diundangkan d1 Muara Teweh 
pada tanggal 22 Agustus 2019 

IJ:.l'..K&~RIS DAERAH 
RITO UTARA, 

---

Dite{;(lpkan di Muara Te"eh 
pada tanggal 22 -\gustus 2019 

# ~lJPATI BARITO UTARA, 
~ -· 

t((t 
N'ADALE,YAH 

t 1 ~ 
ARAN DAERAH l\ABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 NOMOR .. 1-

NOREG PERATURAN OA.ERAH K/\BUPA."l'EN BA.Rl"t'O U,,._R,._, PRO\'\NS\ 
KALIMANTAN TENGAH: 02,77/2019 

Sallnan sesual dengan aslinya 
K.EPALA BAGIAN HOKUM, 

.~.;ALOYO 
NIP.19670413 199403 1 012 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA 
NOMOR 1.. TABUN 2019 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TABUN ANGGARAN 2018 

I. UMUM 

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali tera.khir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, 

dan ayat (4) menyebutkan bahwa APBD, perubahan APBD, dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan 

dengan peraturan daerah. 

Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah 

Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Barito Utara Nornor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 serta 

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018. 

Sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, 

maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukupjelas 

Pasal 2 



Cukupjelas 

Pasal3 

Cukupjelas 

Pasal 4 

Cukupjelas 

Pasal 5 

Cukupjelas 

Pasal 6 

Cukupjelas 

Pasal 7 

Cukupjelas 

Pasal 8 

Cukupjelas 

Pasal 9 

Cukupjelas 

Pasal 10 

Cukupjelas 

Pasal 11 

Cukupjelas 

Pasal 12 

Cukupjelas 

Pasal 13 

Cukupjelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 2. 


